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The Seven Deadly Social Sins
according to Mahatima Gandhi

1. Politics without Principle Politik tanpa Prinsip
2. Wealth without Work Sejahiera {nmpa Kerjo
3. Commerce without Morality  Dagang tanpa Moral

W

- Pleasure without Conscience  Kenikmatan tonpa Kesadaran

5. Education without Character Pendidikan tanpa Karakter

anity i Pengetaluan tanpn

Kemanusiann

~3

- Worship without Sacrifice - - Ibadah tanpa Pengorbanan
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o PBapak Koordinator Kopertis Wilayah [V Jabar dan Banten atau
yang mewakilinya;
o DBapak Ketua dan
Katolik Parahyangan
o Bapak Ketua dan para Pengurus Yavasan Universitas Katolik
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o Ibu Rektor Urgversitas Katolik Parahyangan;
o Para Guru Besar & Anggota Senat Universitas Katolik
Parahyangan;
o Para Wakil Rektor Universitas Katolik Parahyangan
o Para Dekan Fakultas, Wakil Dekan, dan para dosen;
o Keluarga Besar Universitas Katolik Parahyangan;
o Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Anggota Pembina Yayasan Universitas

Sudah layak dan sepantasnya bahwa kita bersembah sujud ke
hadapan Tuhan yang Mahakuasa, karena la baik hati terhadap kita
dan menaruh kasth sayang kepada semua orang. Terimakasih ya
Tuhan, km'{aﬂa segala kebaikan-Mu itu. Namun kiranya tidak ada
ungkapan syukur kepada Tuhan yang seindah ungkapan syukul

vang dimadahkan oleh Maria, Oleh karena itu bersama Maria,
bunda rohani saya, saya bermadab:
Madah Pajian Maria Magnificaf

{Lk. 1:46-53)

Jiwaku memuliakan Tuhan

Dan hatiku bergembira karena
Allah, Juruselamatku

Sebab Ja telah memperhatikan

kerendahan hambaNya
Sesungguhnya, mulai  dani

sekarang  segala keturunan

akan menyebut aku
. berbahagia

(Lc. 1:46-53)

Magnificat anima mea Dominum

Et exsultavit spirifus nieus in Deo
salvatore meo

Quia respexit humilitatem ancille

stiae

Ecce entin ex hoc beatam me duem‘
ommes generationes
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Karena Yang Mahakuasa telah (Quia fecit mihi magnn, qui pelens
melakukan perbuatan- est ot sanchn nomen cins
perbuatan besar kepadaku dan
namaNya adalah kudus

Dan 1ahmatN\:a tarun-temurun B misericordia eius in progenies ef
atas  orang yang takut progenies fmentibus cim

- 7 ] -
kepadalNya ‘
la  memperlihatkan kuasaNya Fecit potentiam in braclhio suo,
Tenerat sunerbos niente cordie
dengan perbuatan tanganNya dispersit superbos mente cordis

dan mencerai-beraikan orang- S
orang vang congkak hatiya
| Deposuit peteites doo sede of
la  menurunkan orang-orang { ) i
exaltaort humiles

yvang berkuasa dari tahtanya
dan  meninggikan  orang-
orang yang, rendah
la melimpahkan segala yang baik
kepada orang yang lapar, dan
menyuruh orang yang kaya
pergi dengan tangan hampa

Esurientes implewit bonis et divites
dimisit inanes

Sagi saya madah di atas sarat dengan makna. Pertama-tama saya
‘mapg pantas untuk berbahagia, karena “perbuatan-perbuatan
besar yan telah dilakukan Yang Mahakuasa kepaddku Saya
berasal dari ma ya ic at Jmmm ]u_mumum, _yculg, kini harus ber Juukim
jauh tinggi di atas langlt stratifikast sosial, dan kini terpanggil
untuk berpartisipasi mereksa komunitas manusia dengan segenap
lingkungan alamnya, paling tidak di sepotong bumi yang kini
disebut Indonesia itu.

Pada tanggal 1 Januvari 1973 yang lalu, tepat pada pukul tujuh pagi
dengan diiringi Jambaian tangan bapak-ibu saya berangkat
berurbanisasi ke Bandung dengan menumpang kereta api kelas
ekonomi - yang penuh sesak dan bocor saat hujan - dari stasiun
Tugu, Yogyakarta. Sebuah perjalanan yang serba gamang, karena
dengan bekal fjasah SMA Kolese Yoharmas De Britto jurusan Sastra
Budaya yang sangat saya banggakan, saya mencoba untuk
mengikuti tes pguna mendapatkan beasiswa kader dosen di
Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung. Bayangan saya
waktu itu sangatlah sederhana: saya ingin menjadi guru di Unpar,

Pidato Pengukuhan Gurn Besar Koerniaimanto Soefopraivo 2

R

SR




tidak berbeda jauh dari profesi bapak yang juga guru Sekolah
Dasar. Samasckali tidak terbayang bahwa kelak saya akan
menduduki jabatan akademik lertinggy ind Posisi ini adalah posisi
yang terlampau jauh tinggi di langit cita-cita saya sewakiu di dalam
kereta api pengap itu.

Namun satu hal yang sudah pasti waktu itu adalah bahwa saya
tidak akan masuk Fakultas Hukum, karena sava lidak suka dengan
hukum. Hukum adalah sesuatu yang asing bagi saya yang adalah
hagian dari masyarakat pedesaan yang tanpa daya. Kelak baru sava
sadari bahwa hukum di Indonesia sejak awal mula memang bukan
untuk komunitas asal saya itu. Namun demi bapak, saya mendaftar
juga ke Fakuitas Hukum di samping ke Fakultas Sosial Politik.
Minat dan hati saya memang melekat erat dengan urusan sejarah
dan kebudavaan, yang - untuk konteks Unpar - saya duga akan
banyak saya geluti di Fakultas Sosial Politik.

Apa mau dikata saya diterima di kedua fakultas ita dengan hak
beasiswa. Di Fakultas Hukum saya menempali urutan pertama,
dan di TFakultas Sosial Politik saya berada di urutan ketiga.
Celakanya, saya harus memilih salah satu di antaranya. Bapak
gembira luar biasa, saya bingung luar biasa. Namun akhirnya
dmg,an berat hati 5&} me mﬂﬂw untuk masuk ke Fakultas Hukum,

: b
1eithid arena nortimby;
Srimn

T - - g
lobih karena a faktor hat dan minat

sama sekali.

Selama bertahun-tahun saya lalu kuliah tanpa motivasi dan gairah
serta semangat yang menggebu. Jurusan yang saya pilihpun adalah
jurusan hukum tatanegara yang tidak diminati orang, dan bukan
jurusan perdata atau pidana yang bagi saya terlalu teknis hukum
itu. Meskipun demikian saya tetap yakin bahwa Tuhan mempunyai
maksud tertentu bagi saya. Saya harus pasrah dengan Kehendak
Tuhan, dan bukan mengumbar selera pribadi saya. Fiat volunias
Tua, jadilah kehendak-Mu. Prof. H. Sri Sumantri dan Prof. Arief
Sidharta, serta — akhir-akhir ini - abang saya Suadamara Ananda
(bang Ucok)-lah yang kemudian membuat saya tetap bertahan.
Diskusi-diskusi serius serta obrolan-obrolan santai mereka telah
berjasa memberikan peneguhan kepada hati saya.
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Keyakinan bahwa saya memang sung gul-sungguh  terpangy 1]
untuk berkarya di bidang hukum baru muncul jauh di kemudian
hari, saat saya berdiskusi berdua dengan Prof. H. Ateng Syafrudin
guna menetapkan tema disertasi saya. Beliaulah yang meyakinkan
saya bahwa masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial itu adalah
masalah hukum. Di sana ada masalah keadilan sosial yang
terbengkelal. Apapun jenis dan bentuknya, urusan keadilan it
jelas merupakan urusan hukum.

Para hadirin yang saya muliakan,

Tihan hoikf\nnn unfuk memakai sava
1 atas tenru Ty Lo

I, e
1A Gl LUl el

Ungkapan syukur bahwa

s”pcm forur JEbE:
saya, pidato pengukuhan seorang guru besar adalah sebuah uraian
tentang progsam kerja akademik. Namun demikian tema pokok
program kerja akademik saya ini juga berangkat dari Magnificat di
atas, yang selalu mengingatkan saya kepada asal-usul nenek-
moyang saya yang orang desa dan yang tanpa daya di lereng
Merapi-Merbabu nun jauh di pedalaman Vorstenlanden {dacrah
Surakarta-Yogyakarta} itu,

:J

‘:-‘a.n 111 QA(‘H
it

Madah Pujian Maria itu antara lain mengungkapkan bahwa ‘Tuhan
melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan
menyuruh orang yvang kaya pergi dengan tangan hampa’. Ternyata
Tuhan itu memihak. Lalu, apa makna ini semua, khususnya bagi
kehidupan hukum? Adilkah Tuhan, khususnya bagi si ‘kaya™?
Tidak bolehkah orang menjadi kaya? Apakah makna ‘kaya’ dan
‘miskin’ itu menurut hukum? Siapakah ‘si miskin’ itu, khususnya
dalam konteks masyarakat Indonesia (dan negara-negara
berkembang lainnya) itu? Apa kontribusi hukum bagi mereka itu?
Bagaimanakah kaitannya dengan urusan adil dan keadilan sosial?
Pertanyaan-pertanyaan ini lalu senantiasa memenuhi benak saya.

Para hadirin sckalian,

Pertama-tama saya tidak berpretensi bahwa wraian saya ini akan
mengungkapkan suatu konsep yang baru. Kalaupun ada yang
disebut baru, hal itu hanya pada tataran interpretasi semata, yang
senantiasa mengacu pada perkembangan dimensi manusia itu
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sendiri, yang dalam bahasa Kawi disebut nara, deca, kala, patra.
Kehidupan (yang diinterpretasikan itu) berkembang karena
manusia (nara)-nya itu sendiri berubah, tempat {deca)-nya berbeda,
waktu (kala)}-nya berbeda, dan permasalahan (patra)-nya yang
dihadapi berubah-ubal,

Dalam pada itu usia kisah perjuangan membela kaum miskin yang
berada di pinggiran (periferi) kekuasaan melawan keangkara-
murkaan atau tindak sewenang-wenang itu kiranya telah setua
peradaban manusia itu sendirt. Banyak mitologi, legenda, kisah

.

i S L TE T Y S [EPTROP P B P
shlawanan ateu kerinduan akan

religius vang berltemakan kep
datangnya ratu adil semacam ita. Apakah ratu adil itu? Soekarno
(Hardjamardjaja, 1962:40) menerangkan, bahwa konsep rafu adil itu
bernuansa keadilan sosial. Rakyat mendambakan kesejahteraan
sosial dan  keadilan. Rakyat yang scrba  kekurangan itu
mendambakan suatu dunia baru yang serba adil di bawah
pimpinan seorang, ratu adil.

Sementara itu dalam bahasa Latin kita mengenal kata esse (o he)
dan habere {fo have). Dalam rangka itu permasalahan kemiskinan
rupanya lebih dipahami dalam konteks habere ini. Orang miskin
adalah orang yang tidak berpunya atau tidak menguasai sesuatu
yang bersifat material. Dengan demikian urusan kemiskinan itu
merupakan urusan ekonomis semata. Pengertian kemiskinan lalu
bersifat absolut dan kuantitatif semata. Nuansa ‘memiliki dan
menguasai’ sangatlah kental di sini. Cara penanggulangannyapun
juga lebih bersifat karitatif, semacam Sinterklaas.

Lebih jauh, pemahaman terhadap orang miskin juga terkadang
sangat dangkal. Orang miskin dicurigai sebagal orang yang maias
dan enggan bekerja. Namun dalam kenyataannya banyak orang
harus membanting tulang, bangun pagi saat matahari masih jauh
dari ufuk dan baru dapat istirahat jauh di malam hari, dengan
pendapatan yang jauh di bawah rata-rata. Sebaliknya, para free
riders dapat bangun saat matahari jauh di langit, dan pada saat itu
hartanya bertambah berlimpah-limpah siap untuk dihambur-
hamburkan, tanpa berbuat apapun. Ada ketidak-adilan di sini.
Dalam pada itu Paus Yohannes Paulus Il dalam ensikliknya yang,
berjudul Laborem Exercens melihat bahwa hidup manusia ita
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terbangun  setiap  hari  melalui kerja.  Dari kerja, manusia
menemukan  martabatnya (L. ). Kerja adalah  dimensi
fundamental eksistensi manusia di dunia ini (LE 4), di samping
dimensi (statik) lainnya, yaitu dimensi manusia sebagai pribadi dan
dimenst manusia sebagai makhkiuk sosial. Istilah facire (io do)
dengan demikian tidak hanya sekedar istilah ekomomi semata,
namun terlebih adalah istilah eksistensi.

Hal ini berarti bahwa masalah kemiskinan itu tidak hanya sekedar
urusan ekonomi semata. Masalah kemiskinan dengan demikian
terlebih-lebih merupakan urusan hukum. Ada masalah hukum
yang harus ditangani di sana, terutamna yang erat terkait dengan
wrusan  martabat dan  harga i Mer
membanting tulang seringkali harus tercampak harga dirinya,
sementara para free riders tampak tidak menghargai kehidupan dan
martabatnya sendiri sebagai manusia. Afas dasar ita pengertian
kemiskinan harus terutama dimaknai dalam konteks esse (to be).
Miskin di sini berarti bahwa martabatnya sebagai manusia
diabaikan. Kaya berarti memiliki harga diri sebagai manusia,
martabatnya diakui orang. Di sinilah hukum lalu harus berperan
banyak, terutama mengingat bahwa urusan kemiskinan di sini
bersifat struktural dan kultural. Hukum harus mexyadi Ratu Adil.
Hukum harus menjadi wahana dan sarana cinta guna membangun
dan mereksa keadilan sosial dan kehidupan itu sendiri.

3y A 1T
Ll LHGOUSEA.

Para hadirin sekalian,

Fenomena kemiskinan dan keadilan sosial seperti terurai di atas itu
erat kaitannya dengan proses modernitas besorta masyarakat
modernnya. Adapun masyarakat moderm it ditandai dengan
kapitalisme dan rasionalisasi hubungan  sosial. Karl Marx
menunjukkan bahwa kapitalisme itu merupakan perluasan konsep
pasar, dengan dinamisme teknologisnya sebagai cirinya. Setiap
pertambahan yang terus-menerus dalam produktivitas menuntut
suatu kemampuan yang terus-menerus pula untuk mengerahkan
kecerdasan manusia dan sumber-sumber material untuk perbaikan
teknik-teknik produksi.
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Upaya ini pada gilirannyva menimbulkan nilai-nilai kapitalisme,
yaitu konsumsi dan kekuasaan. Inti upaya kapitalisme adalah
mencari keuntungan (duniawi) yang berujung pada konsumsi,
yang tidak lain merupakan pemuasan keinginan tertentu manusia.
Produktivitas kapitalisme yang terus meningkat itu bersandar pada
penciptaan keinginan-keinginan yang baru. Dengan demikian
pemuasan keinginan yang sate akan merangsang keinginan yang
selanjutnya. Konsumsi yang satu akan merangsang konsumsi yang,
selanjuinya. Sumitro Djojohadikusumoe (1991:198) menulis bahwa,
kaum kapitalis terdorong oleh nafsu vang hampir tanpa batas
untuk mencari harta kekayaan, Pengumpulan harta kekayaan itu
menjadi tujuan tersendiri. [stilah yang lebih sederhana adalah, ada
nuansa keserakahan di sini.

7 lain pihak dalam kehidupan kapitalisme, produksi merupakan
suatu proses transformasi obyek atau bahan yang disediakan oleh
alam menjadi bentuk obyek atau bahan yang cocok untuk dipakai
manusia. Di sini tampak bagaimana kapitalisme mengembangkan
kekuasaan manusia mengubah alam. Selain itu kapitalisme melalui
hubungan kerja juga mengembangkan kekuasaan manusia atas
manusia Jamnya. Hal i mengingat karena hubungan ini
didasarkan pada ketimpangan sistematik dalamn kekuatan {awar-
menawar antara individu pekerja dengan korporasi kapitalis.
Kontrak upah ini menandai status pekerja yang berada di bawah
wewenang, majikannya selama masa kerjanya. Pada gilirannya
ketimpangan antara modal dan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
diterjemahkan ke dalam kekuasaan yang satu atas yang lainnya di
dalam proses produksi. Dalam pada ita keknasaan yang ada ini
tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk mengontrol dan
memaksa, melainkan terlebih-lebih untuk mengubah, memperluas,
dan mencipta. Kekuasaan tidak diselenggarakan untuk membatasi
apa yang telah ada, melainkan untuk mengadakan sesuatu yang
baru. Faktor inilah yang seperti halnya konsumsi, merangsang
kekuasaan yang lebth lanjut. Proses konsumsi demi konsumsi lebih
lanjut dan kekuasaan demi kekuasaan lebih lanjut ini akan
berlangsung  ierus-menerus tanpa  akhir (Poole,1993:36-48).
Dinamika teknologi memacu proses ini secara spektakuler,

Pidato Pengtikuhan Grry Besar Koerniafimanto Soeteprarwiro 7




Secara  umum  modernisasi  ini bertujuan  untuk  mencapai
Kesejahteraan. Namun demikian, ke arah manakah atau dimanakah

tetak kesejahteraan yang hendak dituju itu tidaklah jelas. Dorongan
wlama yang menggerakkan mesin kapilalisme adalah u pava uniuk
senantiasa berprestasi lebih daripada prestasi vang sebelumnya
Faktor perencanaan bukanlah sesuatu yang orisinal atau integral
dalam kapitalisme.

Dari kapitalisme kita belajar untuk senantiasa berjuang untuk maju
dan berkembang secara teguh dan tangguh. Akan tetapi jika hal inj

secara negalif dikaj
maka proses modernisasi ini mengandung  sesuatu  yang
mengkawatirkan.  Cara yang  efektif untuk mempertahankan
kekuasaan hanyalah dengan semakin memperbesar kekuasaan itu
sendird. Sesuatu yang sebenarnya telah d iingatkai oleh Machiavelli,
Dalam  Discorsi (1981: 118) ia mengungkapkan bahwa, untuk
menghindari hilangnya apa yang telah dimiliki, tak tersedia aturan
umum bagi golongan kaya, kecuali dengan semakin menambah
kekuasaan mereka. '

tkan dengan wusan kekuasaan dan kekayaan,

Dari uraian di atas tampak bahwa prestasi kapitalisme adalah
keberhasilan  dalam melengkapi  individu dengan  pemuasan
kebutuhan akan kekuasaan dan konsumsi. Masalahnya adalah,
kedua nilai kapitalisme ini seringkali menjadi tidak terkendali.
Manusia potensial diperbudak oleh nafsunya sendiri. Di lain pihak
sosialisme (dan Marxisme) kiranya bukanlah alternatif yang
memuaskan bagi upaya memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan
martabat manusia, meskipun harus tetap diakui bahwa sosialisme
itu berangkat dari suatu keprihatinan yang mendasar yang
menyangkut masalah penindasan manusia oleh manusia yang lain.
Dalam perjalanan sejarahnya sosialisme ternyata menghasilkan
utopia sosialisme (harapan akan masyarakat tanpa eksploitasi)
serta etatisme. Akibatnya, sosialisme menjadi sinonim  dengan
stagnasi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme, korupsi,
pekerjaan tak mutu dan seenaknya, polusi dan perusakan
lingkungan, keangkuhan penguasa, ketidak-perdulian akan
penderitaan nyata masyarakat {Magnis-Suseno, 1992:74).
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Selain itu, anfara kapitalisme dan Marxisme ity mengandung,
kesamaan yang sangat hakiki. Keduanya didasari serta diberi corak
dan warna oleh faham materialisme serta teknologisme. Materi
dikejar demi materi itu sendiri, dan teknologi - dikejar  demi
teknologi itu sendiri, Kekuasaan diperjuangkan demi kekuasaan itu
sendiri. Faktor manusia memang mendapat perhatian pula. Akan
tetapi faktor manusia ini lebih dianggap hanya sebagai faktor
produksi semata. Manusia dipandang hanya sekedar sebagai salah
satu sumber daya produksi: sumber daya manusia. Wacana tentang
manusia dalam kedua teori pembangunan seperti terurai di atas
Tebih - menckankan  aspek ketrampilannya,  bukan aspek
martabatnya.

Lebih jauh, perkembangan teknol gl terkadang justru merusak
nifai-nilai dan tidak mengindahkan martabat manusia, Herbert
Marcuse bahkan mengklaim bahwa telah terjadi perbudakan
teknologi (teknokrasi) atas manusia di dalam proses modernisasi
ini. Padahal pembangunan itu justru untuk manusia, dan bukan
sebaliknya. Faktor modal atau materi dan faktor teknologi jelas
merupakan faktor- yang penting sekali dalam proses kemajuan
umat manusia. Namun demikian perlu kiranya tetap diingat bahwa

faktor-faktor tersebut di atas adalah untuk memajukan martabat

an sebaliknya,

el

Ry

-
javs

1 10
Adiliainalady,

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa upaya modernitas it
kiranya harus disatu-napaskan dengan urusan keadilan sosial.
Menurut Franz Magnis Suseno (1986: 362) keadilan sosial
merupakan  keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada
struktur-struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Franz
Magnis Suseno juga menunjukkan bahwa masalah keadilan sosial
ini untuk pertama kalinya muncul sebagai masalah kaum buruh
industri di Eropa bersamaan dengan Revolusi Industri pada abad
ke-18, bersamaan dengan maraknya kapitalisme. Sejak saat itu
seluruh produksi ditentukan oleh pasar dan kepentingan para
pemilik modal yang berkehendak untuk semakin memperbesar
modal mereka sesuai dengan kebebasan yang mereka miliki.
Terciptalah suatu kelompok masyarakat yang baru, yaitu kelompok
buruh industri. Demi kelangsungan hidupnya, mereka harus
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menerima syarat-syarat yang ditentukan kepentingan ckonomis
korporasi usaha vang berusaha untuk memperoleh keuntungan
yang schesar-besarnya. Yada pilirannva, terciplalah apa vang
dikenal sebaga: masalal sosinl. Untuk pertama kalinva tirnbuliah
snatu  kesadaran bahwa kemiskinan sekelompok orang itu
bukaniah masalah nasib ataupun masalah alamiah semata-mata,
melainkan masalah ketidak-adilan. Kaum buruh menjadi miskin
karena mereka diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, ketidak-
adilan itu bukanlah pertama-tama bersumber- dari ketamakan
individual para majikan saja, melainkan terutama schagai akibat
struktur cara produksi kapitalis,

Namun demikian kaum kapitalis jupa berkepentingan agar daya
beli masyarakat LseiaIu bertambah, sehingga barang produksi
mereka tetap memiliki pasar (Magnis-Suseno, 1986:54). Akan tetapt,
muncul masalah di sini. Para produsen itu masing-masing tidak
bersedia mengorbankan sesuatu dari keuntungan mereka, karena
secara ckonomis hal ini berbahaya. Dengan demikian mereka
masing-masing tidak menyumbang sesuatu demi pemerataan
kemakmuran. Selain itu, bagi mereka tidak jarang massa rakyat
miskin {idak merupakan target ekonomis mereka, Konsenirasi
mereka adalah sekelompok kecil masyarakat kelas menengah ke
atas vang makmur. Akibatnya, bagian terbesar masymakat yang
miskin tetap ditinggalkan ataupun diasingkan, dan bagi mereka
tidak tersedia jalan keluar dari kemiskinan.

Para hadirin sekalian,

Kemiskinan dalam arti pengasingan manusia oleh sesamanya
seperti tersebut di atas juga dapat kita saksikan dalam sejarah
bangsa Indonesia. Sejak awal mula sejarah Indonesia, kekuasaan
berpusat pada diri raja, yang dalam konsep Dewa-Raja adalah
Tuhan itu sendiri, atau paling tidak wakil Tuhan (kalifatullah).
Pengan demikian kehidupan dan martabat sebagai manusia
hanyalah milik sang penguasa semata, beserta kerabat dan orang-
orang kepercayaannya. ltulah infi dari kota tradisional, seperti
yvang masih dapat kita saksikan antara lain di Surakarta dan
Yogyakarta atau di pusat-pusat kerajaan di luar Jawa. Sementara
itu di sekeliling kota tersebut terhampar kawasan pedesaan yang
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merdeka, namun tidak berdauvlat. Kemerdekaan desa yang kelak
dikenal dengan sebutan otenomi ashi itu memanyg dilindungi oleh
hukum. Namun latar belakang otonomi desa tersebut terutama
karena pihak kerajaan tidak berminat untuk mengurus mereka.
Komunitas pedesaan dibiarkan untuk bertindak sesuka hati
mereka, asal idak mengganggu ketenteraman orang (perkotaan}.

Sebaliknya pedesaan ini tidaklah berdaulat, karena menjadi obyek
dan sumber kehidupan bagi para bangsawan kota. Kehidupan kota
pada hakekatnya disubsidi oleh masyarakat desa melalui pelbagai
jenis pajak /i natura, tanpa diperhatikan martabatnva. Istilah wong
widvesn (Jawa) ataw jelma kanipung (Sunda) merupakan istilah untuk
menunjukkan orang yang bodol, olol, tidak lalue adat, dan segala
macaimn konsep yang merendahkan harga diri manusia. Sementara
itu pembebanan paiak tersebut hidak diterapkan hanya pada desa-
desa prdiken, karena desa tersebul dibebani tugas untuk mereksa
kepentingan orang kota yang ada di desa yang bersangkutan (tugas
pengurusan candi, makam, dan scbagainya).

Pada masa penjajahan Belanda, pola pengasingan masyarakat
pedesaan dari peri kehidupan ini mendapat bentuk baru.
Komunitas Belanda (golongan europeanen) membentuk enclave di
tengah kawasan kabupaten-kabupaten (di Jawa-Madura) atau
kerajaan-kerajaan kecid {zelfbesturen) di lnar lawa. Kantong-kantong
pemukiman ini oleh sistem perundang-undangan kolonial waktu
itu lalu dinamai stadsgemeente: Stadsgemeente inilah yang kelak pada
masa kemerdekaan menjelma menjadi kota seperti yang kita kenal
dewasa ini. Fokus perhatian pemerintah kolonial tentu saja adalah
kepentingan dan kesejahteraan golongan eropa ini. Masyarakat
pedesaan sekali lagi tidak diperhatikan martabat  dan
kesejahteraannya sebagaimana mestinya.

1Dikotomi masyarakat perkotaan yang mendapat fokus perhatian
pemerintah dan masyarakat pedesaan yang terbelakang namun
justru harus mensubsidi masyarakat perkotaan kiranya masih tetap
berlangsung di masa kemerdekaan, bahkan sampai sekarang.
Memang terdapat pengaturan tentang pemerintahan desa, namun
secara keseluruhan undang-undang tentang pemerintahan daerah
mengatur secara signifikan hanya sampai tingkatan kecamatan,
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sebagaimana sistem pemerintahan dacrah sejak masa pemerintahan
kolonial Hindia Belanda dahulu.

Peraturan perundang-undangan tentang desa tersebul di atas juga
terbatas  hanya pada sistem pemenntahannya  saja.  Masalah
kehidupan  masyarakat pedesaan  praktis  tidak mendapat
pengaturan dan perlindungan yang memadai dari sistermn hukum
serta pemerintah  Indonesia. Apabila kita mengacu  peraturan
perundang-undangan tentang  pemerintahan  dacrah, maka
kawasan pedesaan adalah kawasan yang
utama pertanian (penjelasan pasal 199 ayat (5} Undang-Undang
nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah). Masalahnyva,
sektor pertanian adalah sektor yang dianak-tirikan cleh hukum dan
pemerintahan Indonesia.

mempunyai kegiatan

Pada masa Orde Baru, masyarakat pedesaan dikorbankan melalui
pelbagai program Bimas vang menjadi bagian dari Revolusi Hijau,
lengkap dengan pelbagai jenis intimidasinya. Program ini telah
menimbulkan permasalahan ledakan hama serta ketergantungan
sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dan obat-
obatan) kimiawi di pedesaan. Swasembada pangan {baca: beras)
memang  tercapai pada  tahun 1984, dengan pengorbanan
masyarakat pedesaan dan lingkungan alam. Namun uniknya,
Departemen  Pertamian  dalam laporan  tahun 2004
menginformasikan bahwa sejak 1989 (lima tahun sejak swasembada
beras tercapai) Indonesia menjadi  pengimpor bahan pangan
terbesar di dunia (Rokhmin Dahuri, Kompas, 3 Mei 2005),

Selain itu Gunawan Sumodiningrat (Kompas, 6 September 2004)
menunjukkan betapa rezim Suharto telah mempergunakan beras
sebagai alat tawar politik agar dia tetap berkuasa. Caranya,
pemerintah selalu berupaya agar beras tetap murah dan selalu
tersedia di pasar, Petani dengan demikian harus mensubsidi orang
kota. Hal ini sehubungan dengan stabilitas kawasan perkotaan
yang perlu senantiasa dijaga, melalui suplai bahan pangan murah
tersebut.  Gtabilitas perkotaan ini sangatlah strategis, karena
demokrasi itu didukung oleh para pemilih (dalam pemilu) dan
citra. Citra ini dibentuk oleh opini. Permainan opini ini dibentuk
dan berlangsung di perkotaan itu tadi. Dengan cara ini seolah-olah
Suharto seperti berpihak ke rakyat. Sementara itu petani tetap tidak
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mempunyai pilihan lain untuk memperbaiki ekonominya dengan
cara diversifikasi ke tanaman pangan lain, karena dilarang oleh
pihak pemerintah. Pada tahun 1990 musalnya, tanaman kedelai
petani di jawa Tenpgah dibuldoser aparat.

Namun sejak tercapainya swasembada beras tersebut, terutama
pada akhir masa pemerintahan Orde Baru sektor pertanian prakitis
dianak-tirikan  kalau  tidak  dapat disebut  ditinggalkan
Pembangunan ekonomi banyak bertumpu pada modal besar
konglomerasi ataupun korporasi besar. Kebijakan pembangunan
Indonesia terorientasi ke kota. Bisnis dan industri vang dintamakan
adalah bisnis properti dan industri manufaktur yang anehnya
kandungan impor (bahan baku dan bahan penolong)-nya justru
tinggi. Industri nasional tidak berbasis pada pertanian nasionai.
Bahkan bahan  Daku industri  pangan  nasionalpun  sangat
tergantung impor dari luar, dan tidak dipasok oleh sektor pertanian
nasional. Tumpuan pemerintah untuk membeayai pembangunan
juga lebih terfokus pada seklor minyak dan Bas bumi, yam bersifat
tidak dapat pulih (unrencwable) itu,
Ada perbaikan upaya perhatian pada sektor pertanian i masa
Reformasi. Pada masa pemerintahan  Abdurrahman  Wahid
dibentuk Z)Opaltunen Kelautan dan Perikanan di jajaran kabinet.

?)len;umya, ada dua pProgiram besar di sekior putailiau L
Program yang pertama adalah program Gerakan Pembangunan
Kelautan Mina Bahari (Gerbang Mina Bahari) yang dicanangkan
oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di atas geladak KRI Teluk
Dalpele di Teluk Tomini di perairan Gorontalo pada tanggal 11
Oktober 2003, Program yang kedua adalah program Revitalisasi
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Juni 2005
di Waduk Juanda, Jatiluhur, Purwakarta. Celakanya, kedua
program pertanian ini fidak dituangkan ke dalam bentuk hukum.
Artinya, program yang sangat strategis ini samasekali tidak
mempunyai dasar hukum. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang
sangat aneh dalam kehidupan bernegara di republik ini, yang
konstitusinya jelas-jelas mengatur bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum (pasal 1. ayat (3) UUD 1945). Maka, dapatlah
dimengerti jika kedua program pertanian ini tetap tinggal sebuah
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naskah, tanpa jelas kapan dan bagaimana pelaksanaannya.
Sementara itu, politik beras murah yang mengorbankan petani di
pedesaar demi masyarakat perkotann tetap lestari berjalan,

Kisah sengsara masyarakat pedesaan (dan pesisir) ini masih dapat
diperpanjang dengan sederet fakta, Penderitaan ini erat terkait
dengan urusan penghidupan mereka itu sendiri yang bertumpu
pada sektor pertanian itu. Ada tiga ciri khas sektor pertanian, yang
sekaligus  merupakan  titik rentannya. Pertama-tama produk
pertanian itu mudah busuk dan relatif tidak tahan lama. Selain itu,
produk pertanian juga mudah tercemar atau terkontaminasi, entah
secara fisis, kimiawi, ataupun biologis. Ini merupakan ciri khas
pertanian yang kedua. Hal ini tentu berbeda dengan produk
indusiri manufakiur, yang rejatif tidak mengenal istilah busuk atau
terkontaminasi. Resiko paling buruk dalam industri manufaktur
adalah produk yang rusak. Produk manufaktur yang rusak ini
bahkan terkadang dapat didaur-ulang untuk diproduksi kembali.
Hal ini merupakan sesuatu yang praktis tidak terjadi di sektor
pertanian.  Ciri khas yang ketiga menyangkut aspek proses
produksi. Proses pertanian sejak masa panen sampai dengan masa
pasca panen memerlukan waktu yang relatif lama. Dibandingkan
dengan proses industri manufaktur, wakiu produksi ini tentu
{jauh) lebih lama. Secara

morniimaloan coaosia
dipcd e pradall SUSUatl

Masalah yang selanjutnya adalah bahwa sebagian besar pertanian
di Indonesia diusahakan oleh rakyat dengan skala kecil dengan
areal sangat sempit, sehingga efisiensinya menjadi sangat terbatas.
Memang, mayoritas penduduk Indonesia adalah petani yang hidup
sebagai masyarakat pedesaan, sementara ada sekitar empal juta
nelayan yang hidup di kawasan pesisir, Ironisnya Sensus Pertanian
1993 dan 2003 menunjukkan semakin membengkaknya jamlah
petani gurem dari tahun ke tahun, Dari sudut skala ekonomis
kepemilikan lahan usaha petani sawah, khitsusnya di pulau Jawa
yang kurang dari empat hektar ini sangatlah tidak efisien, Kondisi
yang mencemaskan ini masih ditambah dengan banyaknya buruh
tani, yang jumlahnya juga semakin besar. Co
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Situasi yang serba cekak ini merupakan fenomena pula di kalangan
nelayan. Perahu yang mereka pakai sebagian besar berukuran
sangat kecil, dengan bahan bakar yang boros pula. Akibainya daya
jefajah kapal pun menjadi rendah. Alat tangkap merekapun
berskala kecil. Celakanya daerah penjelajahan mereka (Pantai Utara
Jawa, Selat Makassar, dan Selat Malaka) sudah dalam kondisi
tangkap lebih {overfishing). Hal ini jelas sangat membahayakan
kelestarian dan kelangsungan hidup ikan di kawasan itu, di
samping juga akan menurunkan pendapatan para nelayan itu
sendiri.

D1 samping itu rendahnya pendidikan para petand dan nelayan ind
merupakan warna lain dari profil pertanian Indonesia ini. Bahkan
banyak anak usia sekolah juga harus ikul melaul atau bekerja di
iermal-jemall di tengah lautan. Ial ini juga menyebabkan mereka
jauh dari akses sistem manajemen dan sarana perckonomian
modern. Lebih jauh hal ini sering pula diinterpretasikan bahwa
peluang mereka untuk mengakses teknologi menjadi relatif rendah.
Sebaliknya, teknologi selama ini diindikasikan - justru  tidak
menyejahterakan  petani.  Revolusi  HMijau -akhirnya hanya
memasukkan unsur kimda ke pedesaan dan ke sumber daya alam
serta merusak lingkungan hidup.

erarti
bahwa petani dan nelayan Indonesia itu minim informasi. Sistem
informasi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan urusan
pertanian seperti halnya informasi tentang cuaca, hasil panen,
harga produk, ataupun situasi pasar jauh dari kehidupan sehari-
hari mereka. Akibainya, petani akan selalu kalah dalam bersaing
melawan para pelaku ekonomi vang menguasai informasi itu,
Ironisnya sistem pendidikan nasional Indonesia rupanya bertujuan
untuk menghasilkan manusia Indonesia yang soleh {dan baru
kemudian cerdas), sebagaimana terumus dalam undang-undang
tentang Sistern  Pendidikan Nasional. Pertanyaannya adalah,
mampukah petani Indonesia yang soleh itu berhadapan dengan

1 Jermal adalah semacam anjungan fepas pantai, yang umumnya dipergunakan
untuk menangkap teri
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korporasi pertanian raksasa sekelas Monsanto ataupun korparasi
pangan raksasa sekelas McDonnald?

Di laul situasinya tidaklah lebih baik. Fenomena pencemnaran laut
di sejumlah tempat menyebabkan degradasi fisik habitat pesisir.
Banyak terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang
rusak, karena penggunaan bahan peledak ataupun dengan racun
potasium. Pembabatan hutan  mangrove untuk  keperluan
pembuatan tambak atau kawasan perhotelan dan renl esfate juga
bersifat amat merusak habitat alam pesisir,

Akibat negatif yang lebih lanjut adatah bahwa para petani dan
nelayan ini jalu tidak memiliki kemandirian sejak awal mula,
Mereka menjadi obyek dan korban keserakahan dan kesewenang-
wenangan para tengkulak, spekulan, rentenir, dan pengusaha
besar, bahkan pemerintah sendiri. Mereka mempermainkan harga
saprodi maupun hasil produksi petani dan nelayan itu. Praktek
rentenir dalam pengadaan perahu nefayan dan bekal melautnya
yang tidak manusiawi, sistem bagi-hasil antara juragan perahu
dengan buruh nelayan yang sangat tidak imbang, atau kelangkaan
pupuk merupakan kabar harian bagi kita. Demikian pula halnya
dengan praktek penyelundupan beras dan gula ataupun impor
beras dan gula yang hanya menguntungkan para pedagang dan
spekul
terpuruk itu bukan lagi kabar yang anch. Para spekulan inilah dan
bukan para petani, yang pada akhirnya menentukan harga
komoditas pertanian. Petani dengan demikian bukanlah pelaku
bisnis, melainkan hanya sekedar kuli pertanian.
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Tidak ada perubahan nasib petani sejak masa tanam paksa pada
jaman penjajahan dahulu. Tesis Boeke tentang dualisme ekonomi
juga masih relevan. Di satu pihak kita masih menjumpai sistem
ekonomi rumah tangga yang bersifat subsisten di kalangan petari
dan nelayan di pedesaan dan pesisir. Di lain pihak ekonomi
modern diselenggarakan oleh para pengusaha di perkotaan. Petani
dan nelayan bukan pelaku ekonomi modern. Mereka sekedar
difungsikan sebagai penyedia bahan pangan bagi kaum perkotaan.
Mereka mensubsidi kehidupan orang kota.
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Uraian di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan lagi
sektor eckonomi yang menarik untuk  ditekuni dan menjadi
sandaran hidup. Generasi muda banyak vang tidak lagi tertarik
dengan sektor yang tidak lagi menjanjikan mesks sangatl stralegis
bagi kelangsungan bangsa ini. Bagi masa depan bangsa, fenomena
ini adalah malapetaka. Ketahanan pangan nasional menjadi sesuatu
yang sangat rawan di masa depan. Ada usulan agar kita berhitung
tentang masalah keunggulan komparatif. Bilarkan negara lain
memasok bahan pangan dari negara lain yang memiliki
keunggulan komparatif di bidang itu. Sementara itu Indomesia
berupayva mempertahankan keunggulan kemparatitnya di bidang
lain. Pertanyaannya adalah siapkah kita untuk menerima kondisi
penjajahan pangan oleh pihak asing? Apa tindakan kita jika negara
pemasok pangan tersebut tiba-tiba melakukan embargo pangan
terhadap Indonesia? Dalam kaitan ind, perlu dilngai bahwa pangan
itu merupakan kebutuhan primer (di samping sandang dan papan)
vang paling utama. Manusia dapat tidak memiliki papan ataupun
sandang, namun sangatlah sulit manusia hidup tanpa pangan.

Tantangan yang selanjutnya adalah masalah kemiskinan dan
keterpurukan bangsa. Kemiskinan adalah masalah struktur sosial
bangsa, yang menuntut sclidaritas terhadap warganya. Derita si
kecil dan terpuruk adalah derita segenap bangsa. Kecuali apabila
mereka yang lebih beruntung memanyg telah tidak lagi memiliki
nurani atau hanya peduli pada nasib kelompoknya (kelompok
partai, kelompok agama, kelompok sosial, kelompok suku dan
rasial, dan sebagainya) dan dikuasai oleh . keserakahan,
konsumtivisme, dan hedonisme semata. ' :

Para hadirin,

Dari uraian di atas tampaklah bahwa dalam proses pembangunan,
khususnya di negara-negara Dunia Ketiga, posisi Pemerintah
sebagai pemegang kewenangan publik di negara yang
bersangkutan menjadi amat menentukan. Hal ini kiranya selaras
dengan hakekat negara itu sendiri. Negara ada adalah demi
kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan
keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan
baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat,
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untuk secara lebih penuh dan lobih lancar mencapai kesempurnaan
mereka sendiri. Hal ini berari bahwa pada satu pihak Pemerintah
harus senantiasa bertindak sebagai pendorong terselenggaranya
Proses  modernisasi, khususnya dalam hat pertumbuhan  dan
pemerataan kehidupan perekonomian. Akan tetaps di lain pihak
Pemerintah fuga  dituntut kemampuannya untuk  menciptakan
suatu struktur sosial yang adil, demi tetap terjaganya nilai-nilai
kemanusiaan.

Dengan  demikian  dajar broses  pembangunan  Pemerintah
berfungsi sebagal  fasilitator. Pemerintah bertugas  untuk
menyediakan sarana dan brasarana yang memadai, agar para
warga masyarakat dapat secara tenteram dan tertib mengem-
bangkan diri untuk mencapai kesejahteraannya.  Akan tetapi
Pemerin‘tahpun harus senantiasa memberi priorifas pelayanannya
kepada para warga yang paling menderita, terutama masyarakat
pedesaan dan pertanian, Pemerintah  harus berfungsi sebagai
pengayom sekaligus sebagat pendorong terciptanya asas solidaritas
dan asas subsidiaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya,
Pemerintah berkewajiban  untuk mengupayakan adanya rasa
setiakawan di antara warga masyarakat, khususnya dari pihak
yang kuat dan mampy terhadap pihak yang lemah dan menderita,
Selain itu Pemerintah juga harus mendorong terciptanya sikap
pihak yang lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya untuk
membiarkan dan menyerahkan apa saja yang dapat dikerjakan,
diusahakan, dan dilaksanakan oleh pihak yang lebih kecil dan
bawahan. Pihak yang kuat dan mapan tidak diperkenankan untuk

campur tangan terhadap urusan yang dapat diselesaikan ojeh y
kelompok yang lebih kecil daripadanya. Pihak yang kuat harus i
memberikan peluang terhadap inisialif kelompok yang kecil. Dari 4

sini  dapat diharapkan tidak akan terjadi konsentrasi  serta
monoponi kekuasaan dan kekuatan, baik di lingkungan privat
Mmaupun di lingkungan publik.

Sejalan dengan itu Hukum juga harus mencerminkan wajah seperti
tersebut di atas, Hukum harus mengatur sedemikian rupa,
seningga Pemerintah betyl-betyl dapat menjalankan fungsinya
seperti tersebut di atas. Hukum harus ditata sedemikian rupa
sehingga dapat menjadi instrumen untuk mempersempit jurang
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kesenjangan sosial. 51 kuat lidak dapat dibiarkan begitu saja untulk
mengambil  dan  mengumpulkan  keuntungan yang sebesar-
besarnya atas nama kebebasan. Perlu ada kejelasan untuk siapa dan
untuk apa keuntungan yang sebesar-besarnya itu diambil dan
dikumpulkan. Dalam kehidupan hukum nuansa fo fuve yang
kapitalistik itu harus digeser ke arah nuansa fo be yang lebih
menghargal kernanusiaan dan kehidupan itu. Artinya, keuntungan
yang diperoleh dinikmati oleh semua pihak di masyarakat, dan
tidak dirnonopoli oleh segelintir kaum yang beruntung semata. i
sinilalt hukum harus mampu berperan untuk mengubah struktur
sosial, demi terselenggaranya keadilan sosial seperti tersebut di
atas.

Namun demikian, ada perbedaan pandangan dengan kaum sosiahs
di sini. Marx dalam Manifesto Komunisnya secara jelas menolak
peran hukum, mengingat bahwa hukum itu pada akhirnya adalah
alat kaum borjuis, yang menyebabkan kaum proletar menderita.
Pandangan semacam ini tentu saja harus ditolak, karena
bertentangan dengan kemanusiaan dan kehidupan itw sendiri
Fungsi hukum yang terutama adalah untuk mereksa kehidupan
(mamayu hayuning bawang), dengan cara memberi pengaturan {agar
kehidupan berlangsung tertib) dan pengayoman {agar kehidupan
berlangsung nyaman) - fata fentrem karta roharjn - dan bukan
sekedar untuk menyelesaikan perkara dalam pola pikir menang-
kalah. Hukum diselenggarakan guna mereksa - meminjam istilah
Taufik Abdullah - kebenaran, keadilan, dan kearifan. Dengan
dernikian hukum tidak akan toleran dengan prinsip menghalalkan
segala cara, karena prinsip ini potensial justru menghancurkan
kemanusiaan dan kehidupan itu sendiri.

Dengan demikian hukum dalam hal ini berfungsi bukan untuk
menghancurkan kaum kaya, melainkan untuk mengangkat kaum
miskin (proletar) sejajar dengan kaum kaya {(kaum borjuis) sebagai
sesama manusia.? Artinya, hukum memang harus memihak - atau
menurut istilah Prof. H. Bagir Manan - diskriminatif positif, demi

2 Dengertian kaya-miskin di sini lentu saja mencakup makna to be , dan bdak sehedar Lo have yang maleriakistih

sebagaimana vang diyakini oleh Marx dan kaum sosialis lainnya
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terciptanya persamaan. Namun demikian, upava hukum ini tidak
dapat dilandasi oleh rasa benci maupun dendam, seperti halnya
yang menyemangati kaum sosialis (maupun kelompok-kelompok
fundamentalis) Hu. Sebab, bagaimana mungkin kita membangun
ataupun mengkonstruksi kehidupan vang adil dan beradab dengan

suasana hati yang destrukiif itu?

Oleh karena itu Dewi Fortuna memang tidak boleh ditutup
matanya. Sang dewi keadilan itu harus mampu ‘pandang bulu’ dan
melihat fakta ketimpangan sosial, vang telah menimbulkan
ketidak-adilan sosial.  Asas keseimbangan yang dilambangkan
dengan neraca yang dibawa oleh Dewi Fortuna memang harus
diacu. Namun sesuai dengan sifat dasar masyarakat manusia itu
sendiri yang senantiasa dinamis, situasi seimbang itu bukanlah
situasi yang senantiasa lerselenggarakan. Situasi yang scimbang
dan adil adalah situasi yang senantiasa harus diperjuangkan.
Pedangnyapun hendaknya ditanggalkan. Pedang adalah lambang
kekerasan, sedangkan hukum itn menghendaki ketegasan, dan
bukan kekerasan. Hukum harus mampu  mereksa suasana
tenteram, dan bukan menampakkan wajah bengis. ltu sebabnya
maka ‘Beringin Pengayoman’ yang damai dan manusiawi kiranya
lebih cocok dipergunakan sebagai lamban g nukum daripada ‘Dewi
Fortuna’ yang garang itu. Wajah hukunm harus berubah dari wajah
yang dingin dan garang menjadi wajah yang manusiawi dan
mengayomi. '

Atas dasar itu pula maka pengertian penegak hukum itu harus
dikoreksi. Penegak hukum itu meliputi  seluruh aparat
pemerintahan, dan tidak hanya aparat yang terkait dengan urusan
lriminal (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) saja. Hal ini
mengingat bahwa tidak semua upaya penegakan hukum harus
diakhiri dengan proses pidana. Proses pidana adalah ultimum
remedium, dan dengan demikian tidak dapat diobral. Mal ini
penting demi {erselenggaranya wibawa hukum itu sendiri. Ada
prosedur dan proses (dan sanksi) administratif dan perdata yang
dapat dipergunakan terlebih dahulu guna menyelesaikan perkara
ataupun permasalahan secara efektif dan efisien. Bahkan, di sinilah
sebenarnya letak hakekat ataupun makna penegakan hukum itu;
urusan diselesaikan secara tegas dan segera. Kondisi ini terutama
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berlangsung  lebih  di lingkup pemerintahan  (eksekutif dan
administratif) daripada di ingkup peradilan atau yudisial.

1bu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian,

Uraian di atas menunjukkan bahwa belum ada perubahan sosial
yang signifikan sejak masa penajajahan sampai dengan sekarang,
Sgjak zaman Empu Sindok berkuasa di Jawa Timur penguasa
senantiasa lebih memperhatikan masvarakat perkotaan dengan
mengorbankan masyarakat pedesaan. Sementara itu kawasan
pedesaan vang kehidupannya bertumpu pada sektor pertanian itu
masih miskin dan terbelakang. Titik-titik rentan sepertt terurai di
ataslah yang menyebabkan pertanian dan petani serta nelayan
memerlukan  perlindungan  hukum,  khususnya dari pi
pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pertanian itu merupakan
sesuatu yang sangat strategis. Sektor pertanian tidak dapat
ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sosial-ekonomis tiap
komunitas masyarakat manusia. Kelangsungan bermasyarakat dan
berbangsa mengharuskan bangsa yang bersangkutan tetap mereksa
sektor pertanian ini, bahkan demi kelangsungan kehidupan itu
sendiri. .

T,.'l
1A
aka

Dengan demikian, ada dua ployok besar yang dihadapi oleh

T levrrm (11 Lawraca
ATCAINLLLEE WAk .1.\ LYY L4

para nelayan sebagat pemukimnya). Proyek pertama adalah hukum
yang mengatur pemerintahan desa. Sementara itu proyek yang
kedua adalah hukum yang mengurus masalah pembangunan desa
yang bertumpu pada sektor pertanian. Dalam pada itu hukum
pemerintahan desa kiranya telah tereksa, meskipun relatif tertatih-
tatih pula. Hal ini berbeda dengan urusan pertanian, yang juga
meliputi urusan perkebunan, peternakan, dan perikanan itu. Belum
ada perlindungan hukum yang komprehensif atas sektor pertanian,
yang menjadi sumber utama penghidupan sebagian besar
masyarakat Indonesia itu. '

¢ Lraa avvac ke kawaes ATIGIY (1O
LLadsaan \_ TIMasuKk Kawasan PLbibu aeigan

Atas dasar itulah maka saya bertekad untuk mengabdikan
profesorat saya pada cabang Hukum Pertanian ini, meskipun dari
segi materi hal ini samasekali tidak menjanjikan. Berharap ada
imbalan materi yang memadai dari mereka yang serba
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berkekurangan merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, i
lain pihak, saya justru bertekad untuk memberi dari kekurangan
saya. Ini memang bukan urusan matematika, melainkan urusan

hati.

Adapun pokek perhatian saya akan bertumpu pada bagaimana
pertanian serta para petani dan nelayan, khususnya petani Furem,
buruh tani, dan nelayan kecil dapat hidup layak sebagai manusia,
karena adanya suasana adil dan tertib serta adanya kepastian
hukum seperti vang terurai di atas. Dalam konteks ing langkah
hukum harus berawal dari ketidak-berdayaan petani dan nelayan
sebagai pelaku utama pertanian lersebui, Artinya, hukum harus
mengatur agar pihak pemerintah sebagai otoritas publik memihak
kepada mereka. Mereka tidak dapat dibjarkan berlaga melawan
para pelaki ekonomi atavpun anggota masyarakat lain yang serba
kuat sumberdayanya, baik dayi segl bisnis maupun politik.
Keadilan tidak akan terselenggara dalam laga antara si lemah
melawan si perkasa. Apalagi jika sang wasit justru memihak si
perkasa, presis seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi nasional
Indonesia dewasa ini. Jara pemodal  besar justru  dimanja

sy vereen o T
semerintah

i1l menek o svetaend T Ty .
aimbil Imenerkan petati dan uﬁ'la}fuu.

oy

Pemihakan kepada pertanian ini terutama harus dilakukan
Khususnya dengan cara pengaturan fasiiitas dan akses ke sarana
ekonomis bagi petani dan nelayan. Jika perlu pemberian proteksi
dan subsidi kepada mereka merupakan sesuatu yang wajar, demi
terselenggaranya suatu - keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Selain itu kebijakan dan program kerja segenap jajaran
pemerintahan harus memuinjang pengembangan sekior pertanian
ini. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur,
baik infrastruktur pertanian maupun infrastruktur umum perlu
diselaraskan dengan pengembangan pertanian ini. Termasuk dj
dalamnya adalah pembangunan industri  sarana produksi
pertanian, serta jaminan atas kepastian hukum dalam bermaga.
Artinya, pemerintah memberi jaminan atas tereksanya hak dan
kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses berniaga
tersebut. ' :
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Pemihakan dan perlindungan pemerintah ini diperfukan sampai
p{‘ rtanian dengan potam dan nelayannya mampu untuk mandiri.

¥emandirian ind pada gilirannya diperlukan agar pertantan dengan
peiam dan nelayannya itu dapat berkembang secara dewasa dan
tangguh, serta ferbebas dari sistem jon, tengkulak maupun
rentenir, Di lain pihak petani dan nelayan ini juga senantiasa sadar
akan hak dan kewajibannya serta senantiasa mereksa lingkungan
alam yang menghidupinya itu. Hal i demi terselenggaranya
sistern pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan it
gendiri.

Lebih jauh selama ini pertanian memang itelah menampung
sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Fenomena ini bahkan
dapat ditingkatkan jika negara sungguh-sungguh mencurahkan
perhatiannya di sektor pertanian ini. Arus urbanisasi den bram-
drain serta pengangguran akan dapat ditekan. Pertumbuhan
ckonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat
diharapkan terjadi khususnya di pedesaan (dan di pulau-pulau
kecil khususnya di Indonesia Timur) tempat sebagian besar
masyarakat miskin Indonesia bermukim. Akhirnya hal ini akan
menjamin pembangunan Ukuuouu indonesia yang berkelanjutan
demi terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia itu sendiri.

Para hadirin,

Uraian di atas membawa kita kepada definisi Hukum Pertanian.
Hukum Pertanian seperti halnya cabang hukum yang lain
merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur obyeknya, yaitu
pertanian dan para pelakunya, yaitu petani dan nelayan. Selain itu,
mengingat bahwa produk utama pertanian adalah pangan, maka
Hukum Pertanian dengan demikian juga mengatur tentang seluk
beluk pangan ini. Pengaturan ini dirumuskan guna menciptakan
dan menyelenggarakan suasana yang tertib dan adil serta adanya
kepastian hukum dalam kehidupan pertanian itu sendiri.

Atas dasar itu maka pokok perhatian Hukum Pertanian itu akan
terbagi menjadi tiga bagian pokok pengaturan. Bagian yang
pertama akan membahas pengaturan tentang sumberdaya alam
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pertanian. Bagian vang kedua akan menyoroti masalah pengaturan
aspek-aspek  pertanian  modern, Bagian  yang terakhir akan
mengupas pengataran atas kedaulatan pangan.

Masalah pengaturan  sumberdaya  alam pertanian - menempati
bagian pertama, karena dalam sumberdaya alam inilah pertanian
berasal dan berawal. Sumberdaya alam pertanian ini dibedakan
menjadi dua, yaitu swnberdaya alam agraria dan sumberdaya alam
hayati. Dalam sumberdaya alam agraria dibahas tentang
pengaturan mengenai lahan, air, dan cuaca, Sementara itu dalam
sumberdaya alam  havat  akan dibahas  tentang pengaturan
mengenat kehutanan dan masalah konservasj Kedua bidang in
sangat erat hubungannya dengan masalah pertanian. Dari hutanlah
asal mula kehidupan itu sendiri. Firdaus, tempat Adam dan Hawa
pada awal mula finggal harus dimaknai sebagal hutan ind. ity
sebabnya maka hutan perlu memperoleh  perhatian  melalui
konservasi, mengingat bahwa hal ini berkaitan langsung dengan
kelangsungan hidap itu sendiri. Selain itu konservas: sangatlah
strategis untuk menyelamatkan pertantan dari bencana alam serta
melestarikan kehidupan itu sendiri.

Bagian yang kedua akan berisi pokok bahasan tentang aspeR-aspek
pertanian modern, yaitu agribisnis, agro industri dan bioteknologi.
Agro industri menjadi peniting karena dukungannya terhadap
pengembangan agribisnis itu sendiri. Sementara itu pengaturan
tentang agribisnis akan meliputi pengaturan tentang  masalah
pertanian hulu, usaha tani atau urusan pra panen, pertanian hilir
atau urusan pasca panen, dan lembaga-lembaga pendukung
pertanian. Di sinilah hukum pertanian terutama harus memberikan
perlindungan  hukum terhadap dampak kehidupan modern,
terutama gejala materialisme dan teknokrasi beserta segenap ekses
ikutannya seperti halnya keserakahan, konsumtivisme, ataupun
hedonisme seperti tersebut d; atas, e

Bagian yang terakhir akan membahas urusan pangan dan aspek
internasional pertanian. Di bawah judul kedaulatan pangan, bagian
ini akan membahas pengaturan tentang masalah ketahanan
pangan, keamanan pangan, dan globalisasi pertanian. Ketiga
bidang ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Masalah
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pangan merupakan sebuah bentuk kedaulatan bangsa yang harus
diperjuangkan di forum internasional, agar kita tetap mandiri pada
tataran dunia mternasional. Hal ini termasuk pula aspek keamanan
pangan dan sistem perdagangan produk pertanian pada tataran
gl()bai. Keamanan pangan yang dimaksud Jdi sind a iaiah suaiy
upaya hukum pertanian untuk  melindungi masyarakat luas
menyangkut pangan yang sehat dan bersih. Pada tingkat global,
sisiem keamanan pangan ini sangal penting guna melindungi
masyarakat Indonesia dari ancaman pangan yang tidak memenuhi
persyaratan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnva ke aulatan

> )

pangan ini juga dirumuskan guna menghadapt  imperalisme
pangan dan produk pertanian. Jangan sampai bangsa Indonesia
didikte oleh bangsa lain melalui pangan dan produk pertanian ini.

Demikianlah uraian singkat tentang program kerja profesorat saya.
Sebelum saya akhiri, saya ingin berterimakasih kepada anak-istri
saya. Kehadiran Danang, Harry, dan Nar telah membuat saya
menjadi manusia yang semakin manusia. Teman-teman  sejak
sekolah dasar sampai dengan rekan-rekan berkarya saya saat ini
juga telah membuat hidup saya menjadi semakin elok dan semarak.
Kepada para hadirin sekalian, ungkapan penghargaan dan rasa
terimakasih kami sekeluarga yang tidak terhingga kKaimi ucapkan.
Kehadiran dan  perhatian ibu-bapak sekalian membuat kami
sekeluarga merasa teramat berharga. Khusus untuk acara i, kami
sekeluarga sangat berterimakasih pula kepada para rekan panitia.
Anda sekalianlah yang membuat acara ini terselenggara dengan
rapih dan lancar.

Akhirnya, apa yang saya dapat dari studi hukum saya? Ada satu
kevakinan dalam diri sava, bahwa pendidikan hukum itu
mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus membuat
keputusan secara tepat dan akurat guna mereksa kebenaran,
keadilan, dan kearifan. i sana bertemu hati yang tenteram dan
nalar yang damai. |

Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, 17 Februari 2007
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1 wish I do not pray to avoid danger
but to face it up bravely
I wish I do not ask for suffering easier
but to stand it up firmly
I'wish I do not ask restlessly for save
but to get calm and cool to survive
I wish I do not turn out to be a coward
only feels Your mercy in the spark
but most Your hands in the dark

(NN ?)
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